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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perusahaan merupakan bisnis yang diatur sebagai badan hukum terpisah 

yang dimiliki oleh pemegang saham (Brealey, 2008:8). Perusahaan didirikan 

dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran 

pemilik atau para pemegang saham. Perusahaan publik yang besar memiliki 

ribuan pemegang saham (Brealey, 2008:10). Persaingan dunia bisnis saat ini 

semakin ketat dikarenakan adanya era globalisasi. Situasi tersebut menjadi 

tantangan bagi setiap perusahaan untuk menjadi yang terbaik di lingkungan yang 

semakin kompetitif. Perkembangan teknologi dan arus informasi menuntut 

perusahaan untuk dapat menyajikan informasi yang berguna bagi pengguna 

informasi, seperti investor dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu cara 

dalam mengelola perusahaan untuk meningkatkan kinerja yaitu dengan 

meningkatkan sumber daya yang dimiliki dan terus melakukan perbaikan 

sehingga keberlangsungan perusahaan tetap terjaga. Salah satu unsur yang dapat 

dinilai dan diperhatikan adalah keuangan suatu perusahaan, semakin efisien 

penggunaan dan pengelolaan dana semakin baik pula dampaknya bagi 

perusahaan.  

 Tata kelola dalam perusahaan di era globalisasi saat ini menjadi hal yang 

sangat kompleks. Semua perusahaan mempunyai kebijakan masing-masing 

mengenai corporate governance. Saat ini corporate governance sudah menjadi 

bagian dari konsep kesatuan usaha juga menjadi keharusan dalam sebuah 

perusahaan untuk menerapkannya dengan baik yang dapat menunjang kinerja 

perusahaan semakin baik pula. Dengan demikian, good corporate governance 

(GCG) merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh 

perusahaan. Pelaksanaan GCG menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap 

hak-hak pemegang saham. Selain itu corporate governance juga merupakan alat 

untuk menjamin direksi dan manajer (insider) agar bertindak yang terbaik untuk 

kepentingan investor luar (kreditur atau shareholder) (Prowson, 1998 dalam 

Nur’aeni, 2010). Banyak pihak menyatakan bahwa lemahnya corporate 
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governance yang diterapkan oleh perusahaan di Indonesia berdampak pada 

lamanya proses perbaikan masalah krisis yang terjadi di Indonesia (Wardhani, 

2007). Permasalahan yang biasanya terjadi yaitu praktik manipulasi laporan 

keuangan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan atas 

aktivitas manajemen oleh dewan komisaris dan komite audit. Penerapan good 

corporate governance (GCG) dinilai dapat menjadi faktor perbaikan citra dan 

kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders serta meningkatkan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika 

umum pada perusahaan dalam rangka menciptakan perusahaan yang sehat. Unsur 

GCG sendiri terdiri dari lima prinsip utama yaitu keterbukaan (transparancy), 

akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi 

(independency) serta kewajaran (fairness). 

GCG di kawasan Asia mulai dibicarakan sekitar akhir 1990-an dimana 

pasca terjadinya krisis ekonomi yang melanda negara-negara di kawasan Asia. 

Sementara di Indonesia sendiri, GCG dimulai pada pertengahan tahun 1997 yang 

memuncak pada saat krisis ekonomi melanda. Diduga terjadinya krisis ekonomi di 

Indonesia terjadi sebagai akibat lemahnya implementasi GCG dan etika yang 

melandasinya. Contoh praktik pelanggaran GCG yang telah dilakukan perusahaan 

besar di Indonesia yaitu Kimia Farma, Lippo Bank, Kereta Api dan PLN 

(Hamdani, 2016:1). Hal tersebut menjadi realita bahwa belum efektifnya 

pelaksaan GCG di Indonesia. Pelaksanaan corporate governance di Indonesia 

masih tergolong rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa 

perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki corporate 

culture sebagai inti dari corporate governance. Pemahaman tersebut membuka 

wawasan bahwa korporat belum dikelola dengan benar dan belum menjalankan 

governansi. (Kaihatu, 2006 dalam Hamdani, 2016:2). 

Masalah corporate governance erat kaitannya dengan agency theory. 

Jensen & Meckling (1976) mengungkapkan bahwa agency conflict muncul akibat 

adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Dimana 

dalam teori keagenan dijelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam 

perusahaan yakni manajer, pemilik perusahaan dan kreditor akan berperilaku 

karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Pemilik 
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perusahaan memberikan wewenang kepada orang profesional yaitu manajer untuk 

mengelola dan melakukan pengendalian terhadap perusahaan. Segala keputusan 

yang diambil berdasarkan dari para pemegang saham dan sumber daya yang 

tersedia pada perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Untuk mencapai 

tujuan perusahaan, pemilik akan berusaha membuat berbagai strategi dan 

kemudian diimplementasikan serta mengalokasikan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dalam kenyataannya manajemen belum tentu berperilaku seperti apa yang 

diharapkan oleh pemilik perusahaan karena bisa saja manajer lebih 

mengutamakan keuntungan pribadi seperti hal nya dalam pencapaian prestasi 

yang ingin dicapai dan hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada 

perusahaan karena manajer dapat melakukan tindakan-tindakan yang hanya 

memikirkan pada kepentingannya dan mengabaikan kepentingan para pemegang 

saham. Penggunaan creative accounting, kegagalan bisnis, peranan terbatas 

auditor, tidak adanya hubungan yang jelas antara sistem kompensasi dengan 

kinerja, penekanan pada kinerja laba akuntansi jangka pendek yang 

mengorbankan long-term economic profits dan sebagainya merupakan beberapa 

contoh ‘penyimpangan perilaku’ manajer (Keasey & Wright, 1997 dalam 

Kusumawati dan Riyanto, 2005). Oleh sebab itu baik principal (orang yang 

memberi wewenang) dan agent (orang yang menerima wewenang) berusaha untuk 

meminimalisasi konflik dan biasanya usaha yang dilakukan untuk menangani hal 

tersebut membutuhkan biaya yang disebut dengan biaya agensi (agency cost). 

Penyebab konflik antara manajer dan pemegang saham diantaranya yaitu 

adanya pembuatan keputusan yang terkait dengan aktivitas pencarian dana dan 

pembuatan keputusan tentang bagaimana dana yang diperoleh tersebut 

diinvestasikan. Salah satu isu yang paling penting dan kontroversial mengenai 

corporate governance adalah mengenai struktur kepemilikan saham yang terkait 

dengan peningkatan kinerja perusahaan. Kemungkinan posisi keuangan 

perusahaan juga dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan tersebut. 

Struktur kepemilikan tersebut menjelaskan komitmen dari pemiliknya untuk 

menyelamatkan perusahaan (Wardhani, 2007). 



 

4 

 

Struktur kepemilikan mempunyai peranan dalam menentukan nilai dan 

kinerja perusahaan. Dua aspek yang perlu dipertimbangkan ialah konsentrasi 

kepemilikan perusahaan oleh pihak luar (outsider ownership concentration) dan 

kepemilikan perusahaan oleh manajer (manager ownership). Pemilik perusahaan 

dari pihak luar berbeda dengan manajer karena kecil kemungkinannya pemilik 

dari pihak luar terlibat dalam urusan bisnis perusahaan sehari-hari. Struktur 

kepemilikan dalam penelitian ini diproksikan dengan kepemilikan asing, 

kepemilikan institusional dan kepemilikan publik. Struktur kepemilikan tersebut 

dipilih karena melihat fenomena yang ada di era saat ini bahwa perusahaan sudah 

sangat banyak sekali yang melakukan go public. Indonesia melihat investasi 

sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas ekonomi, sehingga Indonesia selalu 

berusaha untuk menarik perhatian para investor. Baik itu penanam modal dari 

dalam negeri maupun penanam modal dari luar negeri (investor asing). Banyak 

investor dari negara lain atau investor asing yang suka menanamkan modalnya di 

di Indonesia. Selain itu terdapat juga kepemilikan institusional yang terdiri dari 

perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan 

institusi-institusi lain yang menanamkan saham di pasar modal dengan jumlah 

yang cukup besar. Perusahaan juga menjual saham kepada publik di pasar modal 

untuk salah satu sumber dana, sehingga publik atau masyarakat dapat 

menanamkan saham di perusahaan tertentu dan melihat kinerja perusahaan 

tersebut. 

Aspek penting lainnya dalam pelaksanaan good corporate governance 

juga termasuk peningkatan kualitas laporan keuangan dimana laporan keuangan 

yang baik adalah laporan keuangan yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang 

sebenar-benarnya. Kondisi keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran pada 

kinerja perusahaan. Untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik 

maka dibutuhkan sistem pengawasan yang memadai. Maka dari itu keberadaan 

dewan komisaris dan komisaris independen menjadi sangat penting dengan 

melakukan pengawasan terhadap kinerja manajer yang bisa jadi melakukan 

kecurangan. Mekanisme dewan komisaris dapat meningkatkan keselarasan dari 

kepentingan principal dan agent. Tugas dari dewan komisaris sendiri dalam 

perusahaan adalah mengawasi manajemen selaku agen yang mengelola 
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perusahaan, menjamin terlaksananya strategi perusahaan dan mewajibkan 

akuntabilitas di dalam perusahaan. Dengan adanya kontrol dewan komisaris yang 

baik bisa berdampak pada baik buruknya corporate governance. Hal tersebut juga 

diharapkan mampu menangani masalah agensi. Dalam penelitian ini, proksi 

dewan komisaris yang digunakan yaitu proporsi dewan komisaris independen. 

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bukan 

merupakan orang yang berurusan langsung dengan perusahaan tersebut dan tidak 

mewakili pemegang saham atau pemegang saham pengendali. Tugas dari 

komisaris independen yaitu menjamin pengawasan yang dilakukan dewan 

komisaris supaya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

telah ditetapkan. Disini komisaris independen bersifat objektif dan memiliki risiko 

kecil dalam conflict of interest. 

Direksi merupakan organ internal yang bertindak sepenuhnya untuk 

memimpin dan mengelola kegiatan operasi perusahaan sehari-hari dengan 

berpedoman pada visi dan misi perusahaan tersebut serta rencana kerja. Setiap 

anggota direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan perannya dengan penuh 

itikad yang baik, profesional dan tanggung jawab. Tugas pokok dari direksi yaitu 

memimpin dan mengendalikan operasi sesuai dengan tujuan perusahaan dan 

senantiasa meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, memelihara dan 

mengurus kekayaan perusahaan serta menyusun rencana kerja tahunan dan 

menyampaikannya kepada dewan komisaris untuk memperoleh persetujuan. 

Melihat tugas dari dewan direksi tersebut, maka sangat penting peranannya dalam 

tata kelola perusahaan. 

Komite audit berperan dalam membantu dewan komisaris dalam 

pelaksanaan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi 

keuangan, pengendalian internal, pengelolaan risiko serta kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga bertugas untuk 

memastikan bahwa operasional perusahaan sehari-hari dijalankan sesuai dengan 

kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan dan memastikan bahwa laporan 

keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. 

Dengan adanya komite audit diharapkan mampu meningkatkan pengawasan 

internal perusahaan.  



 

6 

 

Komisaris independen, dewan direksi, komite audit, dan pemegang saham 

merupakan organ-organ dari GCG (Hamdani, 2016). Dengan melakukan 

penerapan GCG menjadikan peluang yang cukup besar bagi perusahaan untuk 

meraih berbagai manfaat termasuk kepercayaan investor terhadap perusahaannya. 

Kinerja keuangan suatu perusahaan juga ditentukan oleh sejauh mana keseriusan 

perusahaan menerapkan good corporate governance. Semakin serius perusahaan 

menerapkan GCG, maka semakin meningkat pula kinerja keuangan suatu 

perusahaan (Wati, 2012). Penerapan GCG memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan kesejahteraan para pemilik dan memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan.  

Salah satu sektor pendukung untuk kelangsungan suatu perusahaan yaitu 

tersedianya sumber dana. Sumber dana yang dapat diperoleh pada suatu 

perusahaan antara lain yaitu dengan cara menjual saham di pasar modal. Pasar 

modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk menarik dana dari 

masyarakat yang kemudian disalurkan ke sektor-sektor produktif. Pasar modal di 

Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu media 

pertemuan antara investor dan perusahaan. Saat ini PT Bursa Efek Indonesia 

memiliki banyak macam perusahaan didalamnya yang terus menerus 

disebarluaskan melalui media cetak maupun elektronik. Informasi yang bersifat 

fundamental ini diperoleh dari kondisi intern perusahaan, sedangkan informasi 

yang bersifat teknikal diperoleh dari luar perusahaan, seperti ekonomi, politik dan 

faktor lainnya. 

Dari berbagai macam sektor perusahaan yang listing di BEI, salah satu 

sektor perusahaan yang memiliki emiten terbanyak dengan jumlah 144 emiten dan 

diharapkan mempunyai prospek cerah di masa yang akan datang dikarenakan 

pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan perkembangan ekonomi di 

negara Indonesia adalah perusahaan manufaktur, yang menjadikan sektor 

perusahaan tersebut sebagai perusahaan paling strategis untuk mendapatkan 

keuntungan maksimal dalam berinvestasi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa 

perusahaan manufaktur memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika 

perdagangan di BEI. Perusahaan-perusahaan yang listing di BEI pada umumnya 

merupakan perusahaan yang telah memiliki struktur organisasi terpisah antara 
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pemilik dan pengelolanya. Pemilik terdiri dari pemegang saham dan stakeholder, 

sedangkan pihak pengelolanya terdiri dari pihak manajemen yang ditunjuk oleh 

pemilik untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Pertimbangan penggunaan 

periode 2013-2015 adalah adanya tekanan ekonomi makro yang cukup kuat 

menyerang perekonomian nasional pada tahun 2013-2014 akibat rencana dari 

Federal Reserve System (The Fed) untuk melakukan tapering off dan menaikkan 

tingkat suku bunga. Akibatnya, investor-investor asing banyak yang 

mengembalikan dana mereka ke negaranya untuk diletakkan dalam bentuk 

tabungan yang minim risiko. Akibat hilangnya investor asing, maka diperlukan 

upaya dari perusahaan di Indonesia untuk menunjukkan kemampuan dalam 

mengelola perusahaan guna menarik kembali investor asing. 

Penelitian terdahulu mengenai good corporate governance yang 

menggunakan proksi struktur kepemilikan, proksi komisaris independen, dewan 

direksi dan komite audit memiliki hasil yang beragam yang menunjukkan hasil 

kurang konsisten. Wiranata dan Nugrahanti (2013) dan Mollah, Farooque dan 

Karim (2012) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sebaliknya, Arifin (2010) menemukan 

bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Penelitian Noviawan (2013) dan Nur’aeni (2010) mengenai kepemilikan 

institusional dengan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan Wiranata dan Nugrahanti (2013) dan 

Peruno (2015) menemukan hasil kepemilikan institusional tidak berpengaruh dan 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Firhat 

(2012) menyatakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan Nur’aeni (2010) menyatakan bahwa kepemilikan publik 

tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Penelitian Dewi (2016) dan Riniati (2015) mengenai komisaris independen 

memiliki hasil yaitu komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan, tetapi penelitian Noviawan (2013) dan Peruno (2015) 

memiliki hasil komisaris independen tidak berpengaruh dan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian mengenai ukuran dewan direksi 

dilakukan Sukandar dan Rahardja (2014) dengan hasil ukuran dewan direksi 
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memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, sebaliknya 

penelitian Iqbal (2012) memiliki hasil bahwa ukuran dewan direksi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Selain itu penelitian tentang 

komite audit juga dilakukan Peruno (2015) dan Riniati (2015) yang menyatakan 

bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, 

namun penelitian Sekaredi (2011) dan Noviawan (2013) menyatakan bahwa 

komite audit tidak berpengaruh dan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

kinerja keungan perusahaan. 

Beberapa hal tersebut dan perbedaan hasil penelitian terdahulu yang 

mungkin dikarenakan perbedaan objek dan tahun penelitian menjadi latar 

belakang untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang bermaksud menganalisis 

pengaruh antara mekanisme good corporate governance terhadap kinerja 

perusahaan di Indonesia, khususnya sektor perusahaan manufaktur. Dimana 

kinerja perusahaan sebagai variabel dependen menggunakan ukuran penilaian 

ROA (Return Of Asset) yaitu rasio antara keuntungan bersih setelah pajak 

terhadap jumlah aset keseluruhan yang juga berarti merupakan suatu ukuran untuk 

menilai seberapa besar tingkat pengembalian dalam bentuk persentase dari aset 

yang dimiliki. Sedangkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur 

kinerja perusahaan yaitu komisaris independen, dewan direksi, komite audit, 

kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan kepemilikan publik sebagai 

variabel independen. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol dimana variabel 

kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar 

yang tidak diteliti (Sugiyono, 2016:41). Dalam penelitian ini menggunakan firm 

size atau ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Ukuran perusahaan 

merupakan tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu perusahaan. Semakin 

besar perusahaan maka semakin besar dana yang dikelola dan semakin kompleks 

pula pengelolaannya sehingga semakin besar informasi yang akan diungkapkan 

dalam laporan tahunan. Ukuran perusahaan sendiri diproksikan dengan 

menghitung Ln total aset, diambil dari neraca akhir tahun yang terdapat pada 

laporan keuangan tahunan perusahaan. Atas pemikiran diatas maka penelitian ini 
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berjudul: “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja 

Perusahaan dengan Firm Size sebagai Variabel Kontrol”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian yang telah diungkapkan 

di atas mengenai hubungan antara kepemilikan perusahaan dengan kinerja 

perusahaan, maka secara spesifik, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan? 

3. Apakah kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan? 

4. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan? 

5. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan? 

6. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

kepemilikan asing terhadap kinerja perusahaan. 

2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. 

3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

kepemilikan publik terhadap kinerja perusahaan. 

4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh proporsi 

komisaris independen terhadap kinerja perusahaan. 

5. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran 

dewan direksi terhadap kinerja perusahaan. 
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6. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komite 

audit terhadap kinerja perusahaan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Akademis 

Sebagai bahan evaluasi dari teori dengan keadaan yang ada di lapangan 

dan menambah khasanah yang baru di dalam ilmu pengetahuan yang telah 

banyak dilakukan sebelumnya serta penelitian ini diharapkan dapat 

memacu penelitian yang lebih baik dan menjadi tambahan literatur 

mengenai struktur kepemilikan dan mekanisme corporate governance 

pada kinerja perusahaan di masa yang akan datang. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran khusus kepada 

pihak manajemen perusahaan dan pengambilan kebijakan mengenai 

pentingnya struktur kepemilikan dan penerapan good corporate 

governance dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta dapat 

membantu dalam pengambilan keputusan sehingga perusahaan menjadi 

semakin baik terutama di mata masyarakat. 

c. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada investor 

mengenai pentingnya pertimbangan aspek-aspek yang berkaitan dengan 

kinerja perusahaan dengan menganalisis secara mendalam untuk 

pengambilan keputusan investasi serta sebagai bahan masukan untuk 

berinvestasi pada perusahaan yang struktur kepemilikannya dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti lain 

yang akan melakukan penelitian yang sejenis. 

 


